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Abstract: this article explains the interrelation between Islamic inheritance law and 
Indonesian customary inheritance law. Islamic inheritance law is a set of rules that 
regulates the transfer of property from a deceased to the rightful heirs. It means that 
the law determines who the heirs are and who are not. It also determine the potion or 
percentage of each heir of the property. Similarly, customary inheritance law regulates 
the transfer of property and other property-related rights. The comparison between the 
two laws results in several similar features despite their differences. In customary 
inheritance law, some property may not be distributed among heirs or their distribution 
may be deferred to a later time, while in Islamic inheritance law, each inheritor is 
entitled to request his or her share of inheritance at any time. In customary law, 
adopted children may become inheritor if the deceased decided to do so, while Islamic 
inheritance law adopted children does  not have this regulation. in addition, the share 
of each inheritor is not predetermined in customary law, while Islamic inheritance law 
determines the share of each inheritor which cannot be negotiated.  
Abstrak: Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan 
harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini 
berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian 
masing-masing ahli waris, menentukan bagian harta peninggalan dan 
harta warisan yang diberikan kepada ahli waris. Hukum waris adat adalah 
serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta 
peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik 
yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-
hak kebendaan. Perbandingan antara hukum waris islam dan hukum 
waris adat, diantaranya: a. Dalam hukum waris adat, harta peninggalan 
dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya 
ditunda. Sedangkan dalan hukum waris Islam, tiap ahli waris dapat 
menuntut pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu. b. 
Hukum waris adat memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta 
peninggalan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam hukum waris Islam, 
tida ada ketentuan ini. c. Dalam hukum waris adat, pembagiannya 
merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dengan 
memperhatikan keadaan khusus tiap waris. Adapun dalam hukum waris 
Islam, bagian-bagian para ahli waris telah ditentukan. 
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Pendahuluan 
Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang 
sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan 
harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan 
dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak 
pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia 
kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya. Islam 
merinci dan menjelaskan melalui al-Qur’an al-Karim bagian tiap-
tiap ahli waris dengan tujuan mewujudkan keadilan di dalam 
masyarakat. Meskipun demikian di Indonesia ada sebagian adat 
yang memiliki sistem pembagian harta warisan tersendiri, yang 
dikenal dengan sebutan hukum waris adat.  
Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-
garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang 
harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta bagaimana harta 
warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris 
kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum 
penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada 
keturunannya.1 Hukum adat lokal, tidak sepenuhnya diterima oleh 
syara’ sebagai suatu ketetapan hukum yang berlaku, karena disatu 
sisi ada yang bertentangan dengan ajaran Islam dan di sisi lain ada 
yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 
Hukum Waris Islam 
Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan 
harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. 
Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, 
porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan bagian harta 
peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris.2 
Al-Qur’an merupakan acuan utama hukum dan penentuan 
pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang 
diambil dari hadis Rasulullah saw dan ijma’ para ulama sangat 
                                                                
1 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 
1990), 7. 
2 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 
2008), 33. 
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sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam Syariat Islam sedikit sekali 
ayat al-Qur’an yang merinci suatu hukum secara detail, kecuali 
hukum waris.3 
Dasar dan Sumber Hukum Waris Islam 
Dasar dan sumber utama dari hukum Islam tentang waris, 
adalah nash yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi, di 
antaranya :  
a. Ayat al-Qur’an, surat al-Nisa (4) 7 :  
 “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak 
dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bagian yang telah ditetapkan”. 4 
b. Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari dan 
Muslim :  
 “Berikanlah Faraidh (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada 
yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari 
keturunan laki-laki yang terdekat”.5 
Unsur-unsur Hukum Waris Islam 
Unsur-unsur hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan 
hukum kewarisan masyarakat muslim yang mendiami negara 
republik Indonesia terdiri atas tiga unsur, yaitu: pewaris, harta 
warisan dan ahli waris. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan, dan 
masing-masing mempunyai ketentuan tersendiri. 
1. Pewaris 
Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya 
beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris 
yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan 
dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang 
yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih 
hidup.6 
                                                                
3 Muhammad Ali al-Shabuni, al-Mawārith fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah, Terj. A.M. 
Basalamah (Jakarta: Gema Insani, 1995), 32. 
4 Al-Qur’an, 4: 7. 
5 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2005), 7, 12. 
6 Husnain Muhammad Makhluf, al-Mawārith fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah (Kairo: 
Matabi’ al-Ahram al-Tijariyyah, 1971), 12. 
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Pewaris di dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 7, 11, 12, 
33, dan 176, terdiri atas orang tua/ayah atau ibu (al-wālidaini), 
dan kerabat (al-aqrabīn). Al-wālidain dapat diperluas 
pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah atau ibu 
telah meninggal. Demikian pula pengertian anak (al-walad) dapat 
diperluas menjadi cucu kalau tidak ada anak. Begitu juga 
pengertian kerabat (al-aqrabīn) adalah semua anggota keluarga 
yang dapat dan sah menjadi pewaris, yaitu hubungan nasab dari 
garis lurus ke atas, ke bawah, dan garis ke samping. Selain itu, 
hubungan nikah juga menjadi pewaris, istri atau suami.7 
2. Harta Warisan 
Harta warisan atau harta peninggalan disebutkan oleh al-
Qur’an surat al-Nisa’ ayat 7 dengan istilah taraka atau harta yang 
akan ditinggalkan (al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 180) beralih 
kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris). Taraka 
yang disebutkan oleh al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 11 dan 12, 
yang kemudian diterjemahkan sebagai harta peninggalan terdiri 
atas benda dan hak-hak yang pembagiannya dilakukan menurut 
bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan pembayaran utang 
dan wasiat pewaris. Sisa harta sesudah ditunaikannya berbagai 
kewajiban tersebut, itulah yang harus dibagi-bagi oleh para ahli 
waris sebagai harta warisan.8 
Sehubungan dengan hak ahli waris tersebut, jumhur 
ulama golongan Sunni menetapkan tiga kewajiban yang harus 
dilakukan ahli waris sebelum melakukan pembagian harta 
peninggalan pewaris, yaitu biaya pengurusan jenazah, pelunasan 
utang pewaris, dan menunaikan wasiat pewaris.9 
3. Ahli Waris 
Ahli waris kerabat (nasab) terdiri atas :  
a) Anak, kedudukan anak sebagai ahli waris, baik laki-laki 
maupun perempuan ditentukan bagiannya masing-masing 
dalam garis hukum al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 11, yakni 
                                                                
7 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadis (Jakarta: 
Tintamas, 1990), 6. 
8 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, 46-47. 
9 Ibid, 47. 
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mengatur perolehan antara hak dan kewajiban seorang anak 
laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu 2: 1.10 Mengatur 
perolehan dua anak perempuan atau lebih, yaitu 2/3 dari 
harta warisan. Mengatur perolehan seorang anak perempuan, 
yaitu ½ dari harta warisan.11 
b) Ibu-ayah, kedudukan orang tua sebagai ahli waris, baik ibu 
maupun ayah telah ditentukan bagiannya masing-masing 
sebagai ahli waris dalam tiga garis hukum al-Qur’an surat al-
Nisa’ ayat 11. Pertama, mengatur perolehan ibu-ayah, 
masing-masing memperoleh 1/6 harta warisan bila yang 
meninggal mempunyai anak. Kedua, hanya menentukan 
perolehan ibu saja, yaitu 1/3 dari harta warisan sedang ayah 
memperoleh bagian terbuka bila yang meninggal tidak 
mempunyai anak atau saudara-saudara. Ketiga, menentukan 
perolehan ibu sebesar 1/6 dari harta warisan bila yang 
meninggal tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai 
saudara-saudara, baik saudara-seayah, seibu, maupun saudara 
kandung.12 
c) Duda dan Janda, keduanya telah ditentukan bagiannya 
masing-masing sebagai ahli waris dalam garis hukum al-
Qur’an surat al-Nisa’ ayat 12. Mengatur perolehan duda 
sebesar ½ harta warisan istrinya bila istri tidak mempunyai 
anak, tetapi bila si istri mempunyai anak, perolehannya ¼ 
harta peninggalan istrinya. Sebaliknya, janda memperoleh 
sebesar ¼ harta peninggalan suaminya bila suami tidak 
meninggalkan anak, bila suami meninggalkan anak maka 
janda memperoleh 1/8 harta peninggalan suaminya.13 
d) Saudara, seorang saudara baik sendiri maupun bersama 
beberapa orang saudara telah ditentukan bagiannya masing-
masing sebagai ahli waris dalam garis hukum al-Qur’an surat 
al-Nisa’ ayat 12 dan 176. Ayat 12 mengatur perolehan 
                                                                
10 Syarifuddin, Ahkām al-Mīrāth wa al-Wasāyā al-Islāmiyyah (Kairo: Dar al-Fikr al-
Hadis, 1962), 20. 
11 H.M. Tahir Azhary, Bunga Rampai Hukum Islam (Jakarta: Ind-Hild-Co, 1992), 
6. 
12 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadis, 6. 
13 Ibid, 7. 
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seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, 
yang masing-masing memperoleh 1/6 harta warisan. Juga 
mengatur perolehan dua orang saudara atau lebih, semua 
saudara itu berbagi rata atas 1/3 bagian harta warisan.14 Ayat 
176 merupakan definisi tentang kalalah. Kalalah ialah seorang 
laki-laki atau perempuan meninggal dunia dengan tidak 
meninggalkan anak atau tidak mempunyai keturunan, 
melainkan hanya mempunyai saudara.15 Juga mengatur 
tentang perolehan seorang saudara perempuan sebesar ½ 
harta warisan. Mengatur perolehan seorang atau lebih 
saudara laki-laki sebesar seluruh harta warisan. Selain itu, 
juga mengatur perolehan dua orang saudara perempuan atau 
lebih sebesar 2/3 dari harta warisan, lalu mengatur 
keseimbangan hak dan kewajiban perolehan antara saudara 
laki-laki dan saudara perempuan, yaitu 2:1.16 
e) Ahli Waris Pengganti, seorang anak atau lebih dari seorang, 
baik laki-laki maupun perempuan yang menggantikan 
kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris, pewarisnya 
ditentukan dalam garis hukum al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 
33. Garis hukum tersebut, mengatur ahli waris pengganti 
bagi harta warisan ibu-ayah, bagi harta warisan keluarga 
dekat. Namun, bagian masing-masing ahli waris pengganti 
itu merujuk kepada ketentuan surat al-Nisa’ ayat 11, 12, dan 
176.17 
Asas-asas Hukum Waris Islam 
Asas-asas hukum waris Islam terdiri atas: asas ijbāriy, 
bilateral, individual, keadilan berimbang, dan akibat kematian.18 
1. Asas ijbāriy, asas yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam 
ini mengandung arti, pengalihan harta seseorang yang 
                                                                
14 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Bina Aksara, 1981), 
135-137. 
15 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadis, 8. 
16 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, 134. 
17 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, 50. 
18 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat 
Minangkabau (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 18. 
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meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan 
sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada 
kehendak pewaris atau ahli warisnya.19 
Asas ijbāriy dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu: (1) dari 
segi pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal 
dunia. Hal ini dapat dilihat dari al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 7 
yang menjelaskan bahwa bagi laki-laki dan perempuan ada 
bagian warisan dari harta peninggalan ibu ayah dan keluarga 
dekatnya. Oleh karena itu, pewaris tidak perlu menjanjikan 
sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum ia 
meninggal. Demikian juga halnya dengan ahli waris, tidak perlu 
meminta-minta hak kepada (calon) pewarisnya.20 (2) dari segi 
jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli 
waris. Hal ini tercermin dalam kata mafrudhan yang makna 
asalnya adalah ditentukan. Apa yang sudah ditentukan oleh 
Allah swt wajib dilaksanakan oleh hamba-Nya. (3) dari segi 
kepastian penerima harta peninggalan, yakni mereka yang 
mempunyai hubungan kekerabatan dan ikatan perkawinan 
dengan pewaris seperti yang dirinci oleh Allah dalam al-Qur’an 
surat al-Nisa’ ayat 11, 12, 176, dan 33.21 
2. Asas Bilateral, asas ini berarti seseorang menerima hak atau 
bagian warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan 
laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Asas kebilateralan 
ini, mempunyai dua dimensi saling mewarisi dalam al-Qur’an 
surat al-Nisa’ ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu (1) antara anak 
dengan orang tuanya, dan (2) antara orang yang bersaudara bila 
pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua. 
a. Dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya. 
Dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 7 ditegaskan bahwa laki-
laki dan perempuan berhak mendapat harta warisan dari ibu-
ayahnya. Demikian juga dalam garis hukum surat al-Nisa’ 
ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima 
                                                                
19 Ibid, 18. 
20 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, 53-54. 
21 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat 
Minangkabau, 18-19. 
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warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak 
laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki 
sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Demikian 
juga dalam garis hukum surat al-Nisa’ ayat 11 pula, 
ditegaskan bahwa ayah dan ibu berhak mendapat warisan 
dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar 
seperenam, bila pewaris meninggalkan anak.22 
b. Dimensi saling mewarisi antara orang yang bersaudara juga 
terjadi bila pewaris tidak mempunyai keturunan atau orang 
tua. Kedudukan saudara sebagai ahli waris dalam garis 
hukum al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 12, ditentukan bahwa 
bila seorang laki-laki meninggal dan mempunyai saudara, 
maka saudaranya yang laki-laki atau perempuan berhak 
mendapat harta warisannya. Dalam ayat ini pula ditentukan 
bahwa, bila pewaris yang meninggal seorang perempuan dan 
mempunyai saudara, maka saudaranya (laki-laki atau 
perempuan) berhak menerima harta warisannya.23 Selain itu, 
garis hukum al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 176 menegaskan 
bahwa seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, 
sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, saudaranya 
yang perempuan itulah yang berhak menerima warisannya, 
demikian pula sebaliknya.24 
Dari keterangan di atas terlihat jelas bahwa kewarisan itu 
beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke 
samping (saudara-saudara) mereka menerima warisan dari kedua 
pihak garis keluarga, yaitu dari garis laki-laki dan garis 
perempuan. Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.25 
3. Asas Individual, asas ini berarti bahwa harta warisan dapat 
dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. 
Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan 
dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan 
kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut 
                                                                
22 Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam (Padang: Angkasa 
Raya, 1990), 168. 
23 Ibid, 168. 
24 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, 55. 
25 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 21. 
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kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli 
waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada 
ahli waris yang lain, berarti mempunyai kemampuan untuk 
menerima hak dan menjalankan kewajiban (ahliyat al-adā’).26 
Asas keindividualan hukum kewarisan Islam diperoleh 
dari analisis garis hukum al-Qur’an mengenai pembagian harta 
warisan. Sebagai contoh, garis hukum surat al-Nisa’ ayat 7 
dijelaskan bahwa anak laki-laki menerima warisan dari orang tua 
atau keluarga dekatnya. Demikian juga halnya dengan 
perempuan berhak menerima harta warisan orang tuanya 
dan/atau kerabatnya baik sedikit maupun banyak.27 
Ayat 11, 12 dan 176 surat al-Nisa’, menjelaskan secara 
rinci hak masing-masing ahli waris menurut bagian tertentu. 
Dalam bentuk yang tidak tentupun seperti bagian anak laki-laki 
bersama dengan anak perempuan seperti disebutkan dalam 
surat al-Nisa’ ayat 11, dijelaskan perimbangan bagiannya, yaitu 
bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Dari 
perimbangan tersebut, tampak bahwa ketentuan bagian masing-
masing hali waris sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan oleh 
setiap muslim yang mempunyai harta warisan.28 
4. Asas Keadilan Berimbang, asas ini berarti keseimbangan antara 
hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam 
melaksanakan kewajiban. Perkataan adil banyak disebut dalam 
al-Qur’an yang kedudukannya sangat penting dalam sistem 
hukum Islam, termasuk hukum kewarisan. Di dalam sistem 
ajaran Islam, keadilan itu adalah titik tolak, proses dan tujuan 
segala tindakan manusia.29 
Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang 
diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah 
kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Selain 
itu, al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233; al-Tahrim ayat 7 
menjelaskan bahwa seorang laki-laki menjadi penanggung jawab 
                                                                
26 Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam, 169. 
27 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, 56-57. 
28 Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam, 169. 
29 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, 57-58. 
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kehidupan keluarga untuk mencukupi keperluan hidup anak dan 
istrinya menurut kemampuannya. Tanggung jawab itu 
merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, 
terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, 
anaknya memerlukan bantuan atau tidak.30 
Asas ini menunjukkan keadilan yang hakiki dalam 
pandangan Islam, yakni keadilan yang berimbang dan bukan 
keadilan yang merata.31 
5. Asas Akibat Kematian, asas ini berarti kewarisan ada kalau ada 
yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari 
meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta 
seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi 
setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini 
berarti, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain 
dan disebut harta warisan, selama orang yang mempunyai harta 
itu masih hidup.32 
Asas akibat kematian seseorang mempunyai kaitan 
dengan asas ijbari, yakni seseorang tidak sekehendaknya saja 
menentukan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia 
kelak. Melalui wasiat, dalam batas-batas tertentu, seseorang 
memang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaannya 
setelah ia meninggal, tetapi wasiat itu merupakan ketentuan 
tersendiri.33 
 
Pengertian Hukum Waris Adat 
Terdapat beberapa definisi tentang hukum waris adat: 
1. Soerojo Wignjodipoero, hukum waris adat meliputi norma-
norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang 
bersifat materiil maupun immateriil dari seseorang yang telah 
meninggal dunia kepada ahli warisnya.34 
                                                                
30 Ibid, 58. 
31 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 28. 
32 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, 58-59. 
33 Ibid, 59. 
34 Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat (Jakarta: PT Toko 
Gunung Agung, 1995), 161. 
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2. Betrand Ter Haar, hukum waris adat adalah proses penerusan 
dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari keturunan 
ke turunan.35 
3. Soepomo, hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang 
mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang 
harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari 
suatu angkatan manusia kepada keturunannya.36 
Berdasarkan definisi-definisi hukum waris adat tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah, serangkaian 
peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta 
peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, 
baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan 
dengan hak-hak kebendaan.37 
Unsur-unsur Hukum Waris Adat 
Unsur-unsur hukum waris adat masyarakat yang mendiami 
negara Republik Indonesia terdiri atas: (a) pewaris, (b) harta 
warisan, dan (c) ahli waris. 
1. Pewaris 
Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan 
meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya 
yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, 
perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam 
rumah tangga. Yang tergolong sebagai pewaris adalah: (1) orang 
tua, (2) saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang 
sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan, dan (3) 
suami atau istri yang meninggal dunia.38 
2. Harta Warisan 
Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan 
oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. 
Harta warisan terdiri atas: Harta bawaan atau harta asal, harta 
perkawinan, harta pusaka yang biasa disebut mbara-mbara di 
                                                                
35 Betrand Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terj. K.Ng. Soebakti 
Poesponoto (Surabaya: Fadjar, 1953), 197.  
36 Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 79. 
37 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, 2. 
38 Ibid, 2. 
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mana dalam hukum waris adat suku Kaili di Sulawesi Tengah, 
dan harta yang menunggu.39 
a. Harta Bawaan, adalah harta yang dimiliki seseorang sebelum 
kawin dan harta itu akan kembali kepada keluarganya bila ia 
meninggal tanpa anak. 
b. Harta Bersama dalam Perkawinan, adalah harta yang 
diperoleh dari hasil usaha suami-istri selama dalam ikatan 
perkawinan.40 
c. Harta Pusaka, adalah harta warisan yang hanya diwariskan 
kepada ahli waris tertentu karena sifatnya tidak terbagi, 
melainkan hanya dimanfaatkan bersama oleh semua ahli 
waris dan keturunannya. Sebagai contoh, Harta pusaka tinggi 
di Minang, pakaian adat perkawinan suku Kaili, dan 
semacamnya. 
d. Harta yang Menunggu, adalah harta yang akan diterima oleh 
ahli waris, tetapi karena satu-satunya ahli waris yang akan 
menerima harta itu tidak diketahui di mana keberadaannya.41  
e. Penetapan Harta Warisan, penetapannya terlebih dahulu 
memenuhi ketentuan sebagaimana berlaku dalam ungkapan 
hukum adat sossora, yakni apabila seseorang telah meninggal 
dunia dan mempunyai utang, maka didahulukan pembayaran 
utangnya kemudian diselesaikan penyelenggaraan 
pemakaman jenazahnya. Sesudah jenazah pewaris 
dikuburkan, maka ditunaikan wasiat pewaris. Ungkapan 
hukum adat sossoro tersebut menunjukkan bahwa, dalam 
harta peninggalan seseorang masih terkait dengan hak-hak 
orang lain sehingga sebelum harta peninggalan seseorang 
dibagi oleh ahli warisnya, terlebih dahulu diselesaikan secara 
berurut hal-hal berikut: Melunasi utang pewaris, 
mengeluarkan biaya pengurusan jenazah, dan menunaikan 
wasiat pewaris.42 
3. Ahli Waris 
                                                                
39 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, 3. 
40 Ibid, 4. 
41 Ahmad Ubbe, Monografi Hukum Adat Sulawesi Selatan dan Tengah (Jakarta: 
Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1990), 713. 
42 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, 5. 
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Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta 
peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, 
ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan 
perkawinan dengan pewaris. Selain itu, dikenal juga anak angkat, 
anak tiri, dan anak luar kawin, yang biasanya diberikan bagian 
harta warisan dari ahli waris bila para ahli waris membagi harta 
warisan di antara mereka. Selain itu, biasa juga diberikan harta 
dari pewaris baik melalui wasiat maupun melalui hibah.43 
Sebagai contoh dapat dikemukakan ahli waris menurut 
hubungan kekerabatan bilateral dan hubungan perkawinan 
berikut: 
a. Anak, ia adalah ahli waris dari orang tua kandungnya. 
b. Ayah dan Ibu, dari hubungan keduanya dilahirkan seorang 
atau beberapa orang berdasarkan perkawinan yang sah, 
sehingga ia menjadi ahli waris dari anaknya. 
c. Saudara, adalah orang yang seayah-seibu atau seayah atau 
seibu. Saudara menjadi ahli waris dari saudaranya bila ia 
meninggal serta meninggalkan harta warisan, tetapi tidak 
mempunyai anak dan orang tua yang menjadi ahli warisnya.44 
d. Ahli Waris Pengganti, adalah seseorang yang menggantikan 
kedudukan orang tuanya menjadi ahli waris karena ia lebih 
dahulu meninggal dari pewarisnya, sehingga kedudukannya 
sebagai ahli waris digantikan oleh keturunannya. 
e. Suami dan Istri, adalah orang yang mempunyai ikatan 
perkawinan yang sah, yang kemudian salah seorang di antara 
keduanya meninggal, sehingga yang hidup disebut sebagai 
ahli waris.45 
Asas-asas Hukum Waris Adat 
Hukum kewarisan adat yang berkembang dalam masyarakat 
Indonesia, terdiri dari lima asas: Asas ketuhanan dan pengendalian 
diri, asas kesamaan dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan 
kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, dan asas keadilan, 
berikut uraiannnya:  
                                                                
43 Ibid, 6. 
44 Ibid, 7. 
45 Ibid, 8. 
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1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri.46 
2. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak. 
3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan. 
4. Asas Musyawarah dan Mufakat. 
5. Asas Keadilan.47 
Sistem Hukum Waris Adat 
Di Indonesia ini dijumpai tiga sistem kewarisan dalam 
hukum adat, sistem-sistem itu sebagai berikut :  
1. Sistem kewarisan individual. Cirinya, harta peninggalan dapat 
dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti dalam 
masyarakat bilateral di Jawa. 
2. Sistem kewarisan kolektif. Cirinya, harta peninggalan itu diwarisi 
oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan 
semacam badan hukum di mana harta tersebut, yang disebut 
harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya di 
antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan 
pemakaiannya, seperti dalam masyarakat matrilineal di 
Minangkabau. 
3. Sistem kewarisan mayorat. Cirinya, harta peninggalan 
diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar oleh seorang 
anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat 
anak laki-laki yang tertua dan di tanah Semendo di Sumatera 
Selatan, terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.48 
Sistem Kekerabatan Adat di Indonesia 
Dalam masyarakat adat Indonesia, ditemukan empat macam 
sistem kekerabatan atau pertalian keturunan berdasarkan faktor 
genealogis. Berikut ini penjelasannya:  
1. Sistem Kekerabatan Patrilineal, adalah sistem kekerabatan 
berdasarkan pertalian keturunan melalui kebapakan yang 
menarik garis keturunannya dari pihak laki-laki terus ke atas. 
Patrilineal ini terdapat di daerah adat orang Batak, Bali, dan 
Ambon.49 
                                                                
46 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, 8-9. 
47 Ibid, 9. 
48 Surojo Wignajodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, 165. 
49 Ibid, 25. 






The Indonesian Journal of Islamic Family Law 
Volume 04, Nomor 02, Desember 2014 
 
470 
Sistem kekerabatan patrilineal, berlaku adat perkawinan 
dengan pembayaran jujur (Batak: tuhor, boli; Bali: patukun), 
dimana sesudah terjadi perkawinan antara seorang pria dengan 
seorang wanita, maka istri melepaskan kewargaan adat dari 
kerabat ayahnya dan masuk kewargaan adat suaminya. Oleh 
karena itu, hak dan kedudukan suami lebih tinggi dari hak dan 
kedudukan istrinya.50 
2. Sistem Kekerabatan Matrilineal, adalah sistem kekerabatan yang 
berdasarkan pertalian keturunan melalui keibuan yang menarik 
garis keturunannya dari pihak ibu terus ke atas. Sistem 
kekerabatan ini, terdapat di daerah adat orang Minangkabau, 
orang kerinci, dan orang Semendo.51 
Sistem kekeluargaan matrilineal tersebut, mempunyai adat 
perkawinan Semendo, yakni bila terjadi perkawinan seorang pria 
dengan seorang wanita, maka pria sebagai suami melepaskan  
kewargaan adatnya dan memasuki kewargaan adat istrinya. 
Apabila hal ini dilihat dari sudut kekerabatan istri, hak dan 
kedudukan suami lebih rendah dari hak dan kedudukan 
istrinya.52 
3. Sistem Kekerabatan Bilateral atau Parental, adalah sistem 
kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui ayah 
dan ibu yang menarik garis keturunannya melalui pihak ayah 
dan ibu ke atas. Bilateral atau Parental itu terdapat di daerah 
adat orang Aceh, orang Jawa, orang Dayak, dan orang Bugis.53 
Sistem kekerabataan ini mempunyai sistem perkawinan 
yang tidak mengenal pembayaran jujur dan perkawinan 
Semendo. Selain itu, bila terjadi perkawinan antara seorang pria 
dan seorang wanita, mereka bebas memilih untuk menetap di 
tempat suami atau istri atau memilih untuk membangun 
                                                                
50 Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat (Jakarta: Fajar Agung, 1987), 
15. 
51 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat 
Minangkabau, 182. 
52 Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat, 22. 
53 R. Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris 
(Bandung: Alumni, 1993), 48. 
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kehidupaan baru yang lepas dari pengaruh orang tua masing-
masing.54 
4. Sistem Kekerabatan Alternerend, adalah sistem kekerabatan 
yang berdasarkan pertalian keturunan melalui kebapakan dan 
keibuan yang menarik garis keturunan melalui pihak ayah dan 
ibu secara berganti-ganti, dan pergantian ini dilakukan bila ayah 
atau ibu mempunyai kelebihan di antara keduanya, biasa disebut 
alternerend. Sistem ini terdapat di daerah adat orang Kaili, 
orang Pamona, orang Da’, dan orang Bare’e.55 
Sistem kekerabatan alternerend masyarakat yang 
mendiami Kabupaten Donggala mempunyai sistem perkawinan 
parental atau bilateral, tetapi memiliki sifat yang uxorilokal 
dalam pengertian bahwa pihak suami, pihak istri, dan anak-
anaknya pada umumnya menetap di rumah orang tua istri 
sebelum memulai hidup baru yang terpisah dari rumah orang 
tua perempuan.56 
Perbandingan antara Hukum Waris Islam dan Hukum Waris 
Adat 
Kalau diadakan perbandingan antara hukum waris Islam 
dengan hukum waris adat, maka ditemukan perbedaan-perbedaan 
prinsipal yang antara lain sebagai berikut:  
1. Dalam hukum waris adat, harta peninggalan dapat bersifat tidak 
dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk 
waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-
bagi. Sedangkan dalan hukum waris Islam, tiap ahli waris dapat 
menuntut pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-
waktu. 
2. Hukum waris adat memberi kepada anak angkat, hak nafkah 
dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam 
hukum Islam, tidak dikenal ketentuan ini. 
3. Dalam hukum waris adat, pembagiannya merupakan tindakan 
bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah-tamah 
                                                                
54 Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat, 27. 
55 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, 27-28. 
56 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: 
Rajawali Press, 1986), 287. 
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dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris. Adapun 
dalam hukum waris Islam, bagian-bagian para ahli waris telah 
ditentukan; pembagian harta peninggalan menurut ketentuan 
tersebut. 
4. Anak perempuan, khususnya di Jawa, apabila tidak ada anak 
laki-laki, dapat menuntut hak mendapat bagian harta-
peninggalan kakek-neneknya dan saudara-saudara orang tuanya. 
Hukum waris Islam, hanya menjamin kepada anak perempuan 
mendapat bagian yang pasti dari harta peninggalan orang 
tuanya. 
5. Dalam hukum waris adat, harta peninggalan tidak merupakan 
satu kesatuan harta warisan, melainkan harus diperhatikan sifat, 
asal dan kedudukan hukum dari pada barang-barang masing-
masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu. Sedangkan 
dalam hukum waris Islam, semua itu merupakan satu kesatuan 
harta warisan.57 
Penutup 
Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan 
harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. 
Sedangkan hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang 
mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta 
warisan dari suatu generasi ke generasi lain. 
Dasar dan sumber utama dari hukum Islam tentang waris, 
adalah nash yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi. 
Diantaranya: Ayat al-Qur’an, surat al-Nisa (4) 7 dan Hadis Nabi 
dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim. 
Asas-asas hukum waris Islam terdiri atas: asas ijbari, bilateral, 
individual, keadilan berimbang, dan akibat kematian. Adapun 
hukum kewarisan adat, terdiri dari lima asas: Asas ketuhanan dan 
pengendalian diri, asas kesamaan dan kebersamaan hak, asas 
kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, dan 
asas keadilan. 
Di Indonesia ini dijumpai tiga sistem kewarisan dalam 
hukum adat, sistem-sistem itu sebagai berikut: Sistem kewarisan 
                                                                
57 Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, 164. 
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individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan 
mayorat. 
Dalam masyarakat adat Indonesia, ditemukan empat macam 
sistem kekerabatan atau pertalian keturunan berdasarkan faktor 
genealogis: Sistem Kekerabatan Patrilineal, sistem Kekerabatan 
Matrilineal, sistem Kekerabatan Bilateral atau Parental, dan sistem 
Kekerabatan Alternerend.  
Perbandingan antara Hukum Waris Islam dan Hukum Waris 
Adat, diantaranya:  
1. Dalam hukum waris adat, harta peninggalan dapat bersifat tidak 
dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda. 
Sedangkan dalan hukum waris Islam, tiap ahli waris dapat 
menuntut pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-
waktu. 
2. Hukum waris adat memberi kepada anak angkat, hak nafkah 
dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam 
hukum waris Islam, tida ada ketentuan ini. 
3. Dalam hukum waris adat, pembagiannya merupakan tindakan 
bersama, berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan 
khusus tiap waris. Adapun dalam hukum waris Islam, bagian-
bagian para ahli waris telah ditentukan. 
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